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Isi paparan

1. Pengantar

2. Sumber – Sumber Dana Kesehatan



Pengantar



Global Health Expenditure 

Sumber: WHO, 2024; https://apps.who.int/nha/database

Program di susun
berdasarkan sumber
dana atau sesuai
kebutuhan?



Indonesia Source of Health Expenditure 

Sumber: WHO, 2024; https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en

• Pendanaan Kesehatan meningkat
setiap tahun

• OOP menurun
• Peningkatan pendanaan progam

prioritas



Regulasi terkait

• UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• UU No 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

• PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

• UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN

• UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS

• UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

• Permendagri No. 90 Tahun 2019 

• Peraturan dan regulasi lainnya…

Akses: www.manajemen-pembiayaankesehatan.net



Siapa sasaran program

• Siapa sasaran kita?
• Apa yang diberikan kepada sasaran (barang/ jasa) program yang dibuat?



Sejauh mana perencanaan bisa berdampak

Sumber: Hasanbasri, 2020



Konsep tailor made

Tailor made

Membuat baju sesuai
ukuran dari orang yang 
memakainya.

Tailor made

Memberikan layanan
yang 
accessible sesuai
dengan kelompok
penduduk dan 
daerah geografi



Sumber dana kesehatan



Kerangka Konsep Pendanaan
Kesehatan-Dalam Negeri Revenue Collection, 

Pooling dan
Purchasing 



Sumber Pendanaan Kesehatan

• Dana Pemerintah Pusat
• Dana Kementerian (Dana Program Kemenkes)
• Dana Dekonsentrasi  (Ke Propinsi) dan Tugas Pembantuan (Ke Kab/Kota)
• Bantuan Operasional Kesehatan
• PBI APBN
• JAMPERSAL

• Dana Pemerintah Propinsi
• Dana APBD Propinsi (DAU Propinsi) 
• Bantuan Gubernur

• Dana Pemerintah Kabupaten Kota
• Dana APBD Kabupaten/Kota (PAD)
• Dana Perimbangan/ Dana Transfer (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil – Cukai

Tembakau)



Fungsi Alokasi Kesehatan dari Pemerintah

• Dana Pemerintah Pusat
• Dana Kementrian(Dana Program Nasional Kemenkes)

• Bantuan Operasional Kesehatan (Dana program untuk Dinas Kesehatan dan 
Puskesmas)

• JAMPERSAL (Pendanaan Pelayanan Kesehatan di Faskes)

• JKN (Pendanaan Pelayanan Kesehatan di Faskes)



• Dana Pemerintah Propinsi
• Dana APBD Propinsi (DAU Propinsi)  Pendanaan Kegiatan Rutin dan

Operasional

• Bantuan Gubernur dan JAMKESDA Prop  Pelayanan Kesehatan Masyarakat 
diluar Jamkesmas dan Jampersal

• Dana Pemerintah Kabupaten Kota
• Dana APBD Kabupaten/Kota (PAD)  Pendanaan Kegiatan Rutin dan

Operasional

• Dana Perimbangan
• DAU  Operasional Kesehatan

• DAK  Fisik dan Infrastruktur

• DAK Non Fisik BOK, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi RSUD, Jampersal

• Dana Bagi Hasil  Operasional Khusus dan Bencana



Anggaran
Pendapatan dan 
Belanja Negara



DEFENISI

Rencana keuangan tahunan 

pemerintahan negara yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat

TUJUAN

Pedoman penerimaan & pengeluaran negara dalam 

melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan 

produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat
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PENDAPATAN APBN 2024



Pajak, Cukai

• Kontribusi PPH berkisar 57% dari total Pendapatan Pajak



Pendapatan Negara Bukan Pajak



Hibah



Belanja





Pendidikan - Kesehatan



Target Output Prioritas

• Penguatan
infrastruktur

• Penguatan SDM 
Kesehatan

• Apakah sudah
teralokasi dengan
adil?



Sosial

• Mempercepat
Penurunan
Kemiskinan, 
Meningkatkan
Kesejahteraan, 
dan 
Pembangunan 
SDM Jangka
Panjang



Target Prioritas

• Integrasi data 
penerima
manfaat
program –
sinkronisasi
data dengan
Kesehatan 
dan BPJS 
Keseshatan



APBN Indonesia-USA

• USA – besar di pertahanan – kesehatan no 2

• INA – besar di perlindungan pelayanan umum – kesehatan no. 
6

APBN Amerika-2023
APBN Indonesia-2023



APBN 2015 -2025

• Naik pada saat
pandemic

• Ada kebijakan “tiba-
tiba” karena wabah

• Apakah anggaran
ini baik atau
buruk??? Atau perlu
pengembangan
lebih lanjut?

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Anggaran Kesehatan 51,4 59,6 57,2 61,8 71,0 105,0211,3147,7178,7187,5218,5

Anggaran Kemenkes 48,8 57,0 54,2 57,3 67,2 102,2208,3125,5 96,2 90,5 105,7

51,4 
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Anggaran Kesehatan dan Kementerian 
Kesehatan



Belanja Kesehatan Indonesia 2014-2023

Sumber: Kemkes, 2024



SumberPendanaan,2019-2023

Sumber: Kemenkes, 2024



Belanja Kesehatan Fungsi

Sumber: Kemenkes, 2024



Dana Unit-Unit di Kementerian Kesehatan

2025
• 74,7 % untuk JKN – Rp. 48,9 Triliun
• Kesmas dan Pencegahan Penyakit = 1,4% - Rp. 948 Miliar

Setjen Itjen Ditjen Kesmas
Ditjen Bina Gizi

dan KIA
Ditjen Yankes/

Pelkes

Ditjen Bina
Upaya

Kesehatan
Ditjen P2P

Ditjen
Farmalkes

Balitbangkes/
BKPK

Badan
PPSDMK/

Ditjen Nakes

2014 27.210 93 - 1.961 - 13.912 2.446 1.774 527 2.432

2015 24.284 103 - 2.717 - 18.852 2.697 1.864 759 3.061

2016 29.615 105 2.639 - 18.512 - 4.581 3.252 1.049 5.911

2017 28.401 96 1.684 - 17.087 - 3.116 3.368 741 4.622

2018 28.138 120 2.115 - 17.205 - 3.379 5.086 931 4.891

2019 38.072 118 1.711 - 19.445 - 3.316 2.855 846 4.759

2020 51.171 81 912 - 37.415 - 4.204 4.182 583 8.484

2021 48.135 124 1.046 - 103.555 - 5.392 38.335 2.871 14.987

2022 49.644 82 1.096 - 20.469 - 3.917 14.247 1.096 5.505

2023 52.413 42 1.172 - 21.380 - 2.552 4.205 695 6.001

2024 51.857 36 632 - 25.935 - 1.895 3.921 655 5.341

2025 51.420 24 824 - 4.295 - 1.315 3.732 340 3.630
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Anggaran Kemenkes Unit Organisasi 2015-2025 
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Dana Program di Kementerian 
Kesehatan

• Anggaran Tinggi - JKN
• Anggaran Rendah - Riset Kebijakan • Infrastruktur???

• Alat kesehatan??
• SDM Kesehatan??

Program Kesehatan
Masyarakat

Program Pelayanan
Kesehatan dan JKN

Program Pendidikan
dan Pelatihan Vokasi

Program Pencegahan
dan Pengendalian

Penyakit

Program Riset dan
Iovasi Ilmu

Pengetahuan dan
Teknologi

Program Kebijakan
Pembangunan

Kesehatan

Program Dukungan
Manajemen

LKPP 2021 861,6 179.383,9 2.025,7 4.268,8 2.220,2 - 19.557,6

LKPP 2022 10.003,2 102.725,9 2.563,6 2.362,6 403,1 - 12.000,7

Outlook 2023 1.237,7 71.079,3 3.450,8 1.661,7 - 578,0 8.770,7

APBN 2024 584,4 75.926,0 - 1.489,1 - 364,0 8.927,7
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APBD

Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah



SKEMA PENDANAAN DAERAH

Mendanai 

kebutuhan khusus 

daerah (dukungan 

belanja modal)

Mendanai 

kebutuhan non-

reguler

Pengaturan 

Khusus

Pemerataan dan 

mendanai 

kebutuhan daerah 

(seluruh urusan)

Mendanai 

kebutuhan 

belanja 

operasional

Reward

DBH

Pembagian DBH 
dilakukan berdasarkan 

prinsip by origin.

DAU

Equalization grant (block 
grant) berbasis formula 

fiscal gap + Alokasi Dasar 
(berbasis Gaji PNSD)

DAU 2019 bersifat final 
(meningkatkan kepastian 

pendanaan APBD)
DAK Fisik 

Penugasan

Dukungan pencapaian 
prioritas nasional yang 
menjadi kewenangan 

daerah dengan lingkup 
kegiatan spesifik dan lokasi 

prioritas tertentu

DAK Fisik Afirmasi

Dukungan untuk 
mempercepat pembangunan 
infrastruktur dan pelayanan 
dasar pada lokasi prioritas 

yang termasuk kategori 
daerah perbatasan, 

kepulauan, tertinggal, dan 
transmigrasi

DAK Fisik Reguler

Dukungan pemenuhan 
pelayanan dasar dan 

Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) dan ketersediaan 

sarana dan prasarana

DAK Non Fisik

Dukungan pendanaan 
khusus untuk belanja 
operasional berbasis 

unit cost

Hibah

Dukungan pendanaan 
khusus untuk daerah 

yang bersifat temporer 
dan dilakukan dengan 
perikatan perjanjian

Dana Insentif Daerah

Insentif kepada 
daerah tertentu 

yang mempunyai 
kinerja baik

Dana Otsus &

Dana Keistimewaan 

DIY

Dukungan pendanaan 
khusus untuk daerah 
tertentu yg diatur dg 

UU khusus

Dana Otsus
1. Papua: UU No. 21 

Tahun 2001
2. Papua Barat: UU 

No. 21 Tahun 2001 
jo UU No. 35 Tahun 
2008

3. Aceh: UU No. 11 
Tahun 2006

Dana Keistimewaan 
DIY – UU No. 13 
Tahun 2012

Pinjaman

Percepatan 
pembangunan daerah 

khususnya bagi daerah-
daerah dengan 

kapasitas fiskal tinggi

1. BOS
2. BOP PAUD
3. BOP Pendidikan 

Kesetaraan
4. Tunjangan Profesi 

Guru PNSD
5. Tambahan 

Penghasilan Guru 
PNSD

6. Tunjangan Khusus 
Guru PNSD

7. BOK & BOKB
8. dll.

Kriteria Utama:

1. Opini BPK atas LKPD
2. Penetapan Perda 

APBD yang tepat 
waktu

3. Penggunaan e-
government

4. Ketersediaan 
Pelayanan Satu Pintu

Dana Desa

Dana yang bersumber dari 
APBN yang diperuntukkan 
bagi desa yang ditransfer 

melalui APBN 
Kabupaten/Kota dan 

digunakan untuk 
membiayai 

penyelenggaraan 
pemerintahan, 

pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat

Kemenkeu, 2020



Dana Kesehatan - APBD

Pelayanan Rujukan

Pelayanan 
Primer

Pajak dan 

Bukan Pajak

Dana dari Masyarakat langsung

DONOR 

AGENCY
APBN

Rp

Pemda

Rp

DINKES

Pendapatan 

Asli Daerah

DAU

DAK

DBH
Rp

BPJS-K

Kapitasi

Non 

Kapitasi

Klaim 

INA-CBGs
DAU

DAK

PAD < Dana Transfer 

(DAU, DAK, DBH)

 -
 100,00
 200,00
 300,00
 400,00
 500,00
 600,00

M
ily

ar
 R

u
p

ia
h

APBD Kota T

2014
Series2
2015
Series4
2016
Series6

 -
 100,00
 200,00
 300,00
 400,00
 500,00

M
ili

ar
 R

u
p

ia
h

APBD Kota L

2014

2015

2016

PAD 
Kecil



Anggaran Program Kesehatan 
Dinas Kesehatan

PAD
19%

DAU
37%

DAK
26%

DBH
18%

Dinas Kesehatan
Belanja	 Alokasi	(Rp.	juta)	 %	

Total	Belanja	Gaji	 	17,631		 38%	

Total	Belanja	Administrasi	 	4,624		 10%	

Total	Belanja	Peningkatan	SDM	
Kesehatan	

	780		 2%	

Total	Belanja	Modal/	Investasi	 	7,011		 15%	

Total	Belanja	UKP	 	9,477		 21%	

Total	Belanja	UKM	 	6,700		 14%	

Total	Anggaran	Dinas	Kesehatan	 	46,226		 100%	

	
• Prosentase belanja gaji 38% dari total 

anggaran dinas kesehatan, meskipun belum 
ada aturan standar besaran tersebut sudah 
di bawah 50% belanja program dan kegiatan

• Besaran belanja UKM 14% di bawah belanja 
UKP 21%

• Belanja UKP termasuk belanja Jamkesda 



APBD

- pemanfaatan  

fleksibel,  

sebagian besar  

untuk gaji

Puskesmas

JKN

-60% jasa pelayanan

-40% biaya operasional

Out-of-pocket

(e.g. user fees)

- pemanfaatan

fleksibel

DAK non-fisik

-biaya operasional

-akreditasi

DAK fisik

-pemeliharaan

-pembelian alkes

DAK fisik obat

-obat PKD

-obat program

DAK

PAD

DAU

Dekon

JKN

Hibah &  

transfer  

Lain

Rp

Anggaran

Dinas

Kesehatan

Sumber Pembiayaan Dinas Kesehatan

Berbagai sumber pembiayaan 

yang dikelola oleh  Dinas 

Kesehatan kabupaten/kota 

dan Puskesmas



PendanaanKesehatan di Daerah

Belanja kesehatan pemerintah thd total

belanja

pemerintah

Proporsi sumber dana pada skema

pemda

Skema

Publik

Sumber: Kemenkes, 2024



Kesenjangan (Lanjutan)

Begitu juga dengan

anggaran kesehatan

penduduk yang 

mayoritas < Rp200 

ribu per penduduk
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Disparitas Belanja Promotif  Preventif sangat 

berbeda antar  Kabupaten/Kota

Belanja Fungsi Promotif dan Preventif di 9 Daerah – DHA



Sumber Dana – Masyarakat -
FILANTROPI



Sumber Dana Filantropi

Pasal 1 ayat 9 

Filantropi

Pelaku Filantropi

1. High-net-worth
individual (HNWI) 
 A

2. Retail  B

1. Korporasi
2. Non-korporasi

-Lembaga yang dibentuk 
oleh korporasi

-Lembaga keluarga
-Lembaga keagamaan
-Lembaga idependen



Sumber Dana Luar Negeri



Sumber Dana Luar NegeriUNICEF

Pendanaan dan Dukungan: UNICEF berkontribusi dalam
perencanaan strategis dan implementasi kebijakan
kesehatan pemerintah Indonesia, termasuk dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2025–2029. Fokus utamanya adalah pada 
kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses layanan
kesehatan di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 
UNICEF

Anggaran 2025: UNICEF mengalokasikan dana sebesar
$613.338 untuk Outcome 3 (Kesehatan) dan $4.804.825 
untuk Outcome 4 (Pendidikan) di Indonesia.

https://www.unicef.org/indonesia/media/23886/file/UNICEF Annual Report 2024.pdf?utm_source=chatgpt.com


WHO

Kerja sama ini bertujuan untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang dijabarkan di dalam
Rencana Kerja Bersama Kementerian 
Kesehatan (Joint Work Plan) dan WHO 
Indonesia untuk WHO Programme Budget 
2024–2025. WHO Indonesia akan menyediakan
pendanaan untuk implementasi kegiatan-
kegiatan bienium 2024–2025 berdasarkan
perjanjian hibah sebesar USD 14,003,191.

(Badan Kebijakan Kemenkes-
https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/kementerian-kesehatan-dan-who-
sepakati-perjanjian-hibah)

UNFPA (Dana Kependudukan PBB)

Pendanaan pada tahun 2024, UNFPA menerima
kontribusi sebesar $295 juta dari berbagai mitra untuk
mendukung upaya kemanusiaan, termasuk di Indonesia. 

Fokus Program: UNFPA memulai fase keempat (2024–
2028) dari Dana Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, yang 
berfokus pada 44 negara dengan beban tinggi, termasuk
Indonesia. Program ini mencakup pelatihan bidan dan 
peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak

UNFPA



• USAID

• The Global Fund

• Bank Dunia

• Bill & Melinda Gates Foundation

• Dan lainnya



Penutup



Tantangan ke depan

• Distribusi anggaran kesehatan

• Dana Pemerintah Pusat di daerah dan dana Pemerintah Daerah
• Dana Alokasi Khusus Fisik

• Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

• Dana lain

• Dana swasta menjadi sumber alternatif untuk ikut serta mendanai 
program – program kesehatan 

• Penyerapan anggaran di akhir tahun. 

• Sistem digitalisasi dari perencanaan sampai pelaporan



L O C A L LY R O O T E D ,  G L O B A L LY R E S P E C T E D

u g m . a c . i d

“Knowledge is power, insight is key”


